
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Haji adalah salah satu rukun islam dan salah satu tiang agama islam. Tidak 

sempurna keislaman seseorang hingga dirinya menjalankan ibadah haji. Jika semua 

syarat-syarat haji telah terpenuhi pada seseorang, maka tidak halal baginya menunda 

pelaksanaan haji karena perintah Allah dan Rasul-Nya. Maka seharusnya 

menyegerakan untuk melaksanakan ibadah haji ini adalah suatu hal yang sangat 

diharuskan karena manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi padanya , mungkin 

pada kemudian hari dia akan menjadi miskin, sakit atau mati.
1
 

Menurut Imam Abi Abdillah Muhammad bin Qosim al-Ghozi dalam  Kitab 

fathul qorib Ibadah haji adalah mengunjungi Baitullah di Makkah untuk melakukan 

amal ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula.
2
 

Diantara hikmah disyari’atkannya haji adalah memebersihkan jiwa seorang 

muslim dari dosa-dosa sehingga jiwa layak menerima kemuliaan Allah SWT di dunia 

dan di akhirat. Tentunya kemuliaan tersebut diperoleh dengan usaha yang maksimal 

hingga seseseorang yang melaksanakan ibadah haji memperoleh perdikat haji yang 

mabrur.  

Sejarah haji dalam Islam bermula dari ribuan tahun yang lalu. Pada masa Nabi 

Ibrahim AS (1861-1686 SM). Ketika itu Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail adalah yang 

pertama  kali melakukan ibadan haji pada tanggal 8 zulhijjah setelah keduanya 

membangun ulang ka’bah yang sebelumnya rusak. 

Semenjak itulah kaum muslimin melaksanakan rutial haji untuk berziarah ke 
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ka’bah setiap tahun. Ini mengukuti risalah Nabi Ibrahim AS dan anaknya Ismail,dan  

risalah para Nabi dan Rasul setelah keduanya. Ritual haji ini berlangsung terus seperti 

pelaksanaan yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Namun pada periode 

berikutnya terjadi pergeseran akidah dimana seorang tokoh bernama Amar bin Luhay 

menyebarkan ajaran menyembah berlaha diseluruh jazirah arab. Dialah yang 

bertanggung jawab merubah ajaran tauhid menjadi menyembah berhala. Sehingga ritual 

suci haji mulai terkotori dengan kehadiran patung dan berhala. Dan kemudian 

Rasulullah membersihkan kembali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi hingga 

akhirnya ibadah haji sesuai dengan apa yang disnyari’atkan oleh Nabi Ibrahim dan 

Ismail.
3
 Dan Rasulullah SAW melaksanakan haji pada tahun kesepuluh hijriyah.  

Ibadah haji dilaksanakan bagi setiap orang muslim yang memenuhi syarat-

syarat finansial, fisik, maupun mental. Sementara ibadah haji sendiri merupakan  

ibadah yang hanya wajib dilakukan sekali seumur hidup.
4
 Ibadah haji merupakan ritual 

tahunan yang dilaksanakan kaum muslimin sedunia dengan berkunjung dan 

melaksanakan kegiatan di beberapa tempat diarab saudi pada suatu waktu yang dikenal 

dengan musim haji (bulan dzulhijjah). Hal ini berbeda dengan ibadah umroh yang dapat 

dilaksanakan sewaktu-waktu. 

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional mengingat jumlah 

jemaah haji asal Indonesia yang sangat besar melibatkan berbagai instansi dan lembaga, 

baik dalam negeri maupun luar negeri. Serta berkaitan dalam berbagai aspek 

diantaranya bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi, dan keamanan. Disamping 

itu, penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan di negara lain dalam waktu yang sangat 

terbatas yang menyangkut nama baik dan martabat bangsa indonesia di luar negeri, 

khususnya di Arab Saudi. 
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Sesuai dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi bahwa mulai tahun 1430 

Hijriyah jemaah haji dari seluruh negara yang akan menunaikan ibadah haji harus 

menggunakan paspor biasa (ordinary passport) yang berlaku secara internasional. 

Jemaah haji asal Indonesia yang selama ini menggunakan paspor haji juga harus 

mengikuti kebijakan yang dimaksud. Dalam rangka memenuhi kebijakan penggunaan 

paspor biasa bagi jemaah haji, pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya untuk 

menjamin agar penyelenggaraan ibadah haji tetapdapat dilaksanakan. Sehubungan 

dengan hal tersebut pemerintah perlu melakukan perubahan terhadap kententuan 

mengenai paspor bagi jemaah haji sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 13 

tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dengan mengubah ketentuan pasal 1 

angka 11, pasal 7 huruf d, pasal 32, dan pasal 40 huruf a, yang terkait dengan 

penggunaan paspor haji.
5
 

Haji sebagai salah satu bentuk ibadah memliki persyaratan yang lebih berat 

bila di bandingkan dengan bentuk-bentuk ibadah lainnya dalam agama Islam. Untuk 

dapat melaksanakan bentuk ibadah ini di perlukan kondisi fisik dan mental yang prima, 

persediaan biaya yang memadai dan pengetahuan dasar mengenai tata cara pelaksanaan 

ibadah haji. Karena itu bentuk ibadah ini tidak di wajibkan bagi setiap orang Islam 

kecuali bagi mereka yang memiliki persyaratan tersebut, itupun hanya diwajibkan di 

laksanakan sekali seumur hidup. Namun diluar itu semua tidak menyurutkan niat dari 

para kaum muslimin untuk melakukan ibadah haji. Meningkatnya jumlah calon jamaah 

haji asal daerah sulawesi selatan setiap tahun disebabkan karena meningkatnya 

pendapatan masyarakat, disamping faktor-faktor pendukung lainnya seperti 

meningkatnya kesadaran beragama masyarakat serat kemudahan prosedur pengurusan 

pendaftaran. Setidaknya ada tiga hal yang mendorong/memotivasi setiap muslim untuk 
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berusaha melaksanakan ibadah haji. Diantaranya: 

1. Ingin menunjukkan kesempurnaan islamnya (ibadah haji adalah kewajiban 

terakhir dalam tata urutan rukun islam). 

2. Ingin memperoleh imbalan pahala yang berlipat ganda yang dijanjikan (Allah dan 

RasulNya).  

3. Memperoleh pengakuan sosial dalam rangka kemudahan dalam melakukan peran-

peran sosial.  

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan berarti tentang pandangan masyarakat 

dengan latar belakang komunitas yang berbeda mengenai ibadah haji dan orang haji. 

Dalam rangka motivasi haji relatif berbeda antar golongan ialah  penekanan pada 

aspek tertentu, golongan tertentu lebih menekankan pada aspek ingin memperoleh 

imbalan pahala yang berlipat ganda dan pengakuan sosial. Sedangkan golongan yang 

lain penekanannya pada hal harapan, bagaimana dengan predikat haji yang telah di 

sandang itu sebagai sarana proteksi (dari kemaksiatan dan kemudhorotan) dan kontrol 

sosial dalam rangka upaya untuk hidup suatu muslim yang bertanggung jawab. 

Adanya perbedaan kecenderungan motivasi haji, antara golongan santri dan 

golongan non santri terdapat perbedaan keberangkatan dan dalam pelaksanaan ibadah 

haji itu sendiri. Dalam hal penyediaan biaya, sistem menabung, menjual harta 

warisan, arisan dan pinjaman, cenderung dilakukan golongan nonsantri, sedangkan 

golongan santri cenderung dengan cara menabung, menjual harta warisan dan di 

biayai orang lain (oleh orang tua,  sanak keluarga dan organisasi atau lembaga lain). 

Upacara keselamatan menjelang keberangkatan (yang sering dirangkaikan dengan 

manasik haji) dan selamatan sepulang dari haji cenderung lebih banyak dilakukan 

oleh golongan nonsantri dibandingkna dengan golongan santri. 

Status haji pada dasarnya tidak mengubah posisi seserang dalam struktur 



sosial yang baku, demikian pula posisi seseorang dalam kepemimpinan agama, 

kecuali dalam hal-hal yang bersifat temporer dan situasional. Status haji malah 

cenderung lebih memperkuat posisi semula seseorang dalam struktur masyarakatnya. 

Persepsi orang haji dalam penyelenggaraan dan pelayanan haji (oleh pihak 

pemerintah) pada dasarnya terkesan positif namun demi penyempurnaan, mereka 

menyarankan halal yang menurut pengalaman mereka masih terdapar kekurangan- 

kekurangan.
6
 

Sejumlah aturan baru ditetapkan pemerintah terkait dengan syarat naik haji 

dan berbagai peraturan terkait regulasi haji. Perubahan dilakukan meliputi semua 

aspek yang mendukung terjadinya ibadah haji yang aman dan nyaman. Itu dilakukan 

agar terjadinya sebuah pelaksanaan ibadah haji yang terlaksana dengan baik melalui 

pelayanan yang terbaik dan mempermudah proses administrasi calon jamaah haji 

yang sedang menunaikan ibadah haji dan memastikan pelayanan seluruh pegawai 

terhadap calon jamaah haji telah berlangsung secara komprehensif, cepat dan 

berkualitas dengan semangat kerja tim dan menggunakan sarana teknologi terkini 

demi menjamin etos kerja yang unggul dan kualitas kerja yang baik. Yang nantinya 

para jamaah haji pulang dari tanah suci akan merasa dalam perjalanan hajinya terasa 

terkesan dan memberikan kenangan terindah sepanjang hidupnta selepas dari 

baitullah. 

Regulasi terbaru terdapat di Peraturan Menteri Agama nomor 29 tahun 2015 

tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler yang merupakan perubahan atas 

peraturan menteri agama nomor 14 tahun 2012 tentang ibadah haji reguler. Aturan 

haji yang dinilai bertentangan dengan kepentungan masyarakat dalam hal beribadah 

diantaranya dimana jamaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat mekukan 
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ibadah haji setelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir 

(pasal 3 ayat 4 PMA No. 29 tahun 2015). 

Bahkan yang saat ini gencar dibicarakan ialah mengenai rencana penerbitan 

Peraturan Meteri Agama tentang pelarangan haji bagi yang sudah pernah haji. Hal ini 

dilakukan untuk memberi kesempatan bagi para jamaah yang belum pernah 

menunaikan ibadah haji, dan pendaftaran haji yang sudah pernah menunaikan ibadah 

haji  maka akan dilakukan pergeseran dalam hal waktu keberangkatan mereka. 

Setelah kuota keberangkatan haji di Indonesia sudah normal, maka calon jamaah yang 

tergeser atau tertunda akan diberangkatkan berhaji.
7
 Hal ini dianggap sangat 

memberatkan bagi mereka yang ingin melaksanakan haji untuk kedua kalinya dengan 

tujuan untuk menghajikan keluarganya atau melaksanakan haji yang diwakilkan. 

Ada lagi peraturan yang menyebutkan bahwa umur minimal untuk calon 

jamaah haji adalah umur 12 tahun yang juga tertuang dalam Peraturan Menteri Agama 

nomor 29 tahun 2015 dengan beberapa pertimbangan yang diambil. Diantaranya 

masalah kematangan umur (baligh). Karena masalah umur dikawatirkan dapat 

berpengaruh terhadap proses ibadah haji saat ditanah suci secara penuh. Hal itu terjadi 

jika usia minimum pendaftaran tidak dibatasi. Apabila pendaftaran calon jamaah haji 

dilakukan pada usia bayi atau bahkan sejak baru lahir, kemudian masa tunggu untuk 

berangkat haji di esrimasikan selama 10 tahun maka calon jamaah haji akan 

diberangkatkan pada umur yang sama dengan masa tunggu. Pada umur tersebut anak-

anak belum dapat mengerti secara penuh tentang ibadah yang di jalaninya. Selain itu, 

aspek hukum agama islam terkait dengan kedewasaan seseorang dikawatirkan belum 

terpenuhi. Maka pemahaman tentang agama serta ketentuan ketentuan dalam berhaji 

pun dirasa belum cukup menguasai. 
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Beberapa regulasi diantaranya adalah penetapan porsi yang dibagi-bagi 

setiap proporsional, sesuai dengan jumlah umat islam di masing-masing daerahnya. 

Pembatasan jamaah haji yang lebiih dikenal dengan pembagian kuota haji mulai 

diterapkan pada tahun 1996 dengan dukungan sistem koputerisasi haji terpadu 

(SISKOHAT) untuk mencegah terjadinya  over kuota seperti yang terjadi pada tahun 

1995 dan sempat menimbulkan keresahan dan kegelisahan di masyarakat. Khususnya 

calon jamaah haji yang telah terdaftar pada tahun tersebut namun tidak dapat 

berangkat. Mulai tahun 2005 penetapan porsi provinsi dilakukan sesuai dengan 

ketentuan organisasi konferensi islam (OKI) yaitu 1 orang per mil dari jumlah 

penduduk yang beragama Islam dari masing-masin, kecuali untuk jamaah haji khusus 

diberikan porsi tersendiri.
8
 

Masalah utama yang selalu di hadapi jamaah haji Indonesia yakni 

pemondokan, tranportasi dan katering. Meski persoalan itu terjadi dari tahun ke tahun, 

tetapi selalu tidak ada solusi yang bersifat komprehensif. 

Penyelenggaraan ibadah haji hendaknya tidak hanya terpaku pada 

penyediaan fasilitas dan sarana fisik semata. Penyelenggaraan ibadah haji juga harus 

memperhatikan syarat-syarat istitha’ah, serta manasik dan manafi’ haji untuk 

menjamin kemabrurannya. 

Disisi lain beberapa permasalahan yang dikeluhkan adalah akses informasi 

yang kurang jelas dan transparan dari pihak penyelenggara haji untuk para calon 

jamaah haji yang baru pertama kali melaksanakan ibadah haji. Segala informasi 

seputar haji sangat mereka perlukan karena regulasi yang begitu rumitnyaseolah-olah 

memberikan kesan yang negatif pada para calon jamaah haji bahwa pemerintah 

mempersulit niat mereka untuk melakukan ibadah. 
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Dengan  biaya haji yang cukup  besar di bandingkan  dengan  pelayanan 

yang kurang  maksimal seperti pemondokkan, transportasi dan catering yang dirasa  

pelayanannya kurang professional membuat  kepercayaan  masyarkat terhadap 

pemerintah khususnya dalam  hal ini  adalah pengelola dana haji berkurang. Pada 

akhirnya pelaksanaan ibadah haji yang tidak di dasarkan  atas dasar ikhlas akan 

membuat  kualitas nilai ibadah itu sendiri akan menurun Karena dengan jangka waktu 

yang demikian panjang untuk masa tunggunya, di tambah lagi dengan ketidak 

percayaan mereka terhadap uang yang mereka keluarkan untuk biaya haji sebagai 

dana  awal untuk pendaftaran.
9
 

Peraturan Menteri Agama nomor 14 tahun 2012 tentang penyelenggraan 

ibadah haji reguler Pasal 6 ayat (2): “nomor porsi hanya berlaku bagi jamaah haji 

yang bersangkutan dan tidak dapat di gantikan.”
10

 Sementara prinsip islam sendiri bila 

dilihat dari permasalahan yang timbul diatas maka dalam Proposal skripsi ini penulis 

akan menganalisis regulasi haji ditinjau dari hukum positif dan hukum islam yang 

mana penulis kemudian akan menganalisis hukum–hukum itu sesuai dengan 

pemikiran–pemikiran yang memuat mengenai alasan–alasan regulasi haji serta penulis 

akan mengupas secara mendalam regulasi yang ada dengan hukum islam yang ada di 

Indonesia sekarang ini. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan oleh penyusun, dapat ditarik 

rumusan masalah diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah regulasi haji di Indonesia? 

2. Bagaimanakah tinjauan fiqih ibadah mengenai regulasi haji di Indonesia? 
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C. Tujuan Kajian 

1. Untuk mengetahui tinjauan regulasi haji di Indonesia 

2. Untuk tinjauan fiqih ibadah mengenai regulasi haji di Indonesia. 

 

D. Kegunaan Kajian 

Tujuan yang diharapkan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut : 

1. Aspek keilmuan (teoritis). Hasil dari pembahasan ini diharapkan memberi 

tambahan wawasan tentang regulasi haji baik dalam hukum positif dan hukum 

islam khususnya fiqih ibadah. 

2. Aspek terapan atau praktis. Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagaimana 

berbagai ragam pemberlakuan hukum tentang regulasi haji maupun yang melatar 

belakangi berlakunya hukum tersebut. Serta pengaruhnya terhadap pemikiran 

masyarakat sendiri aturan dalam beribadah. 

 

E. Definisi Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap skripsi ini, terutama 

mengenai judul proposal skripsi ini yaitu “Studi regulasi haji menurut fiqih ibadah)”, 

maka penulis menganggap perlu untuk memberikan definisi istilah yang dipakai dalam 

skripsi ini. 

1. Penegasan konseptual 

a. Regulasi haji adalah segala peraturan pemerintah mengenai ibadah yang 

dilaksanakan di Baitullah dan tempat tempat tertentu (ka’bah, arafah, 



mudzdalifah dan mina) untuk melaksanakan amalan ibadah tertentu pada 

waktu tertentu.
11

 

b. Fiqh ibadah merupakan pendapat para mujtahid mengenai hukum syara’ yang 

berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang 

terperinci untuk mendekatkan diri kepada Allah.
12

 

 Karena permasalahan yang akan dibahas dalam Skripsi ini (studi analisis 

tentang regulasi haji menurut fiqih ibadah) penulis menggunakan definisi istilah 

tersebut untuk mempertegas dari beberapa makna yang terdapat pada proposal skripsi 

ini, serta dikarnakan penulis hanya mendapatkan sumber rujukan yang sedikit baiki dari 

Al – Qur’an maupun Hadist maka penulis memaksudkan permasalahan ini dilihat dari 

berbagai literatur buku serta pendapat para tokoh dan keberlakuan pendapat tersebut 

dan didalam pembahasan Skripsi ini merupakan regulasi pemerintah berkaitan dengan 

haji yang disesuaikan dengan hukum islam khususnya fiqih ibadah maka penulis 

memasukkan prinsip – prinsip hukum islam yang di dalamnya menyangkut berbagai 

macam problematika sehingga dasar ini menjadi titik tolak hukum islam. 

2. Penegasan operasional 

Secara operasional yang dimaksud dengan studi analisis tentang regulasi haji 

menurut fiqih ibadah adalah kajian literee yang didalamnya membahas tentang 

akibat hukum regulasi haji menurut fiqih ibadah dari berbagai aspek. 

 

F. Penelitian Terdahulu 

Beberapa hasil penelitian maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan 

regulasi haji di Indonesia yang juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini, 

diantaranya adalah : 
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1. Dimas Priyo Sembodo (0313111116) dengan judul “pelayanan jamaah haji kota 

Semarang tahun 2009 (analisis undang-undang nomor 13 tahun 2008)” fakultas 

dakwah IAIN Walisongo Semarang tahun 2010. Dalam skripsi ini membahas 

tentang bagaimana mata yang terkandung dalam undang-undang nomor 13 tahun 

2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji berkaitan dengan pelayanan 

kementerian agama kota Semarang mengenai hambatan dan solusi yang di hadapi 

kementerian agama kota semarang. 

2. Yuyun Arifah (3103082) dengan judul “nilai-nilai ibadah akhlak pada ibadah haji” 

fakultas tarbiyah IAIN Walisongo Semarang tahun 2008. Dalam skripsi ini 

membahas nilai-nilai akhalak yang terkadung dalam ibadah haji melalui segala 

aktivitas yang terdapat dalam perjalanan ibadah haji dengan mengerjakan 

perbuatan-perbuatan khusus berupa thawaf, sa’i, wukuf di Arafah dan seluruh 

rangkaian ibadah haji dalam rangka memenuhi perintah Allah dan mengharap ridho 

Allah. 

3. Risyad Fakar Lubis (022222115) dengan judul “proses penyelenggaran ibadah haji 

ditinjau dari sudut hukum administrasi negara (studi kasus pada embarkasi 

bandara polonia medan) fakultas hukum USU Medan 2008. Dalam skripsi ini 

membahas tentang tata aturan penyelenggaraan ibadah haji dalam hukum 

administrasi negara Indonesia dan bagaimana tata aturan itu dilaksanakan dalam 

lingkup embarkasi polonia Medan. 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Jenis Penelitian 

Agar dalam penulisan skripsi ini  memenuhi kriteria sebagai karya ilmiah 

serta mengarah kepada obyek kajian dan sesuai dengan tujuan yang dimaksud, 

maka penulis menggunakan metode pendekatan dan jenis penelitian kepustakaan 

(libraryresearch.)
13

. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan 

informasi tentang regulasi menurut fiqih ibadah dengan bantuan bermacam -  macam 

materi yang ada dalam perpustakaan. Buku-buku atau karya tulis yang relevan dengan 
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pokok permasalahan yang diteliti.
14

 

Hampir semua penelitian memerlukan studi pustaka, perbedaan utamanya 

hanya terletak pada fungsi, tujuan dan atau kedudukan studi pustaka dalam masing-

masing riset tersebut. Dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih dari sekedar 

melayani fungsi-fungsi persiapan kerangka penelitian, mempertajam metodologi atau 

memperdalam kajian-kajian teoritis. Riset pustaka dapat sekaligus memanfaatkan 

sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya tanpa melakukan riset 

lapangan.
15

 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode 

pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian 

hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder belaka.
16

 

2. Sumber Data 

Adapun sumber data yang di pakai penulis dalam skripsi ini adalah meliputi 

sumber data primer dan skunder : 

a. Data Primer: 

Dalam hal data primer penulis menggunakan beberapa rujukan sember 

hukum diantaranya adalah: buku kajian fiqih nabawi dan fiqih kontemporer,  fiqih 

empat mazhab, , undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan 

ibadah haji, Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2015 tentang perubahan 

atas Peraturan menteri Agama nomor 14 tahun 2012 tentang penyelenggaraan 

ibadah haji reguler. 

b. Data Skunder: 
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Sedangkan dalam data skunder penulis menggunakan literatur – literatur 

kepustakaan yang mendukung tentang data primer seperti: Hukum Tata Negara 

Indonesia, undang-undang kewarganegaraan, fiqih kontekstual, mengembangkan 

fikih sosial serta beberapa sumber literatur kepustakaan lainnya. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam hal ini penelitian menggunakan teknik studi dokumen atau bahan 

pustaka yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis yang 

bisa ditemukan dalam bahan pustaka yang terdiri dari buku-buku atau dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan pembahasan ini.
17

 

4. Teknik Analisis Data 

Jenis penelitian ini adalah (library research) maka teknik pengumpulan 

data meliputi beberapa hal yaitu : 

a. Konten Analisis. 

Dalam teknik pendekatan isi (content analysis) merupakan suatu 

langkah yang ditempuh untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang 

disampaikan dalam bentuk lambang baik secara literatur maupun gejala – gejala 

sosial yang muncul.
18

 

Penelitian dengan metode analisis isi digunakan untuk me mperoleh 

keterangan dari komunikasi, yang disampaikan dalam bentuk lambang yang 

terdokumentasi atau dapat didokumentasikan. Metode ini dapat dipakai untuk 

menganalisa semua bentuk komunikasi, seperti pada surat kabar, buku, film dan 

sebagainya. Dengan menggunakan metode analisis isi, maka akan diperoleh 
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suatu pemahaman terhadap berbagai isi pesan komunikasi  yang disampaikan 

oleh media massa, atau dari sumber lain secaraobyektif, sistematis, dan relevan. 

Digunakannya pendekatan kualitatif pada penelitian ini dikarenakan 

sebuah pertimbanganya itu dari perumusan masalah, penelitian ini menuntun 

untuk menggunakan model kualitatif. 

Analisisis isi adalah suatu tekhnik penelitian untuk membuat inferensi-

inferensi yang dapat ditiru (repicable) dan sahih data dengan memperhatikan 

konteksnya. Sebagai suatu tekhnik penelitian, analisis isi mencakup prosedur-

prosedur khusus untuk memproses data ilmiah dengan tujuan memberikan 

pengetahuan, membuka wawasan baru dan menyajikan fakta. 

Penulis mencoba memahami kontek yang terjadi mengenai regulasi haji 

yang berlaku baik secara literatur maupun gejala-gejala yang terjadi. 

b. Komperatif analisis. 

Penelitian komparasi
19

 pada intinya adalah penelitian yang berusaha 

untuk menemukanpersamaan dan perbedaan tentang benda, orang, prosedur 

kerja, ide, kritik terhadap orang atau kelompok, terhadap suatu ide atau prosedur 

kerja. Dapat juga digunakan untuk membandingkan kesamaan pandangan dan 

perubahan pandangan orang, grup atau negara terhadap kasus, peristiwa atau 

ide. Peneliti mencoba membandingkan ketentuan hukum mengenai regulasi 

yang berlaku dengan hukum islam yang dalam hai ini adalah fiqih ibadah. 

c. Kritik Analisis. 

Maksud dari kritik analisis yaitu analisis murni dari peneliti, walaupun 

acuan dalam analisis ini adalah literatur yang sudah ada akan tetapi analisis - 

analisis yang di tampilkan adalah murni dari peneliti yang melihat dari kontek 
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suatu hukum dan perbandingan hukum yang terfokus pada regulasi haji yang 

berlaku. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang, latar belakang masalah, fokus 

masalah, tujuan kajian, keguanaan kajian, definisi istilah, kerangka berfikir, 

pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, tinjauan 

pustaka, teknik analisis data, sistematika pembahasan dan daftar rujukan. 

BAB II PEMBAHASAN gagasan pokok, tinjauan umum regulasi haji menurut 

hukum positif yang memuat pengertian, asas dan tujuan, hak dan kewajibandan 

sebagainya. 

BAB III PEMBAHASAN tinjauan umum tentang regulasi haji menurut fiqih 

ibadah dan ketentuan hukum haji yang memuat pengertian, syarat dan rukun, tujuan 

haji dan sebagainya..  

BAB IV PENUTUP Memuat kesimpulan dan saran. 

 


